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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Sudah ada regulasi di Indonesia yang mengatur bagaimana penanganan pelindungan 

perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Aturan tersebut sudah bisa 

menjadi jaminan untuk perempuan dengan disabilitas intelektual mendapatkan hak pelindungan. 

Jaminan tersebut diatur di UUD 1945, UU 13/2006, ratifikasi CRPD melalui UU 19/2011, dan UU 

8/2016 yang mengatur tentang hak orang dengan disabilitas. Untuk jaminan secara spesifik di 

peradilan yaitu sudah ada PP 39/2020 yang menjamin akomodasi yang layak di lingkungan 

peradilan. Selain itu, sudah ada SK Dirjen Badilum 12/20 yang mengatur akomodasi yang layak di 

ruang lingkup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta jaminan perempuan berhadapan 

dengan hukum di ruang lingkup pengadilan melalui PERMA 3/2017. Peraturan tersebut sudah 

membantu para pendamping untuk menjamin hak perempuan dengan disabilitas ketika berhadapan 

dengan hukum, namun tidak semua aturan tersebut bisa terimplementasikan sehingga dapat 

menjamin hak perempuan dengan disabilitas ketika berhadapan dengan hukum 

Dalam penerapan sebelum adanya aturan PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum, terdapat 

beberapa perbedaan kondisi ketika orang dengan disabilitas intelektual memproses peradilan. 

Sebelum ada PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum, belum ada aturan secara khusus yang mengatur 

terkait hak orang dengan disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak di lingkungan peradilan. 

Oleh karena itu, orang dengan disabilitas intelektual saat itu sulit mendapatkan pelayanan serta 

sarana dan prasarana yang layak di ruang lingkup peradilan. Setelah adanya PP 39/2020 dan SK 

Dirjen Badilum 12/2020, orang dengan disabilitas intelektual ini lebih mudah untuk mendapatkan 



 

63 
 

hak akomodasi yang layak, di antaranya yaitu sarana dan prasarana (mis: bangunan, fasilitas fisik) 

dan pelayanan.   

Selanjutnya terkait penerapan PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020 yang memiliki 

beberapa tantangan besar yang perlu dilalui. Hambatan tersebut terdiri dari pemahaman APH yang 

minim terhadap aturan, serta penerapan sarana, prasarana dan pelayanan masih belum terlaksana 

dengan baik. Terkait sarana dan prasarana dalam implementasinya belum memenuhi standar yang 

telah diatur. Aksesibilitas sarana dan prasarana yang dibutuhakan itu berkaitan dengan bangunan, 

jalur untuk orang dengan disabilitas netra, jalur kursi roda, ruangan yang mudah di akses, toilet dan 

bangunan seperti, ruang khusus yang aman dan nyaman untuk orang dengan disabilitas intelektual 

pada saat proses meenceritakan kronologi kasus. 

Selanjutnya terkait penerapan pelayanan yang belum memenuhi standar yang tertulis di PP 

39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020. Hal yang belum terpenuhi yaitu, SDM di ruang lingkup 

peradilan, pendamping. pelayanan psikolog, dan psikiater yang menjadi akses yang dibutuhkan 

untuk membantu perempuan dengan disabilitas intelektual dalam proses peradilan. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi kepada pihak pemerintah, instansi peradilan dan LSM yaitu, 

1. Peneliti merekomendasikan untuk pemerintah melakukan harmonisasi aturan yang mengatur 

pelindungan orang dengan disabilitas dalam proses peradilan dari level Undang-Undang 

hingga peraturan tekhnis hingga tingkat institusi peradilan. 

2. Peneliti merekomendasikan untuk pemerintah terkhusus instansi peradilan, perlu 

memberikan sosialisasi secara merata terkait informasi tentang peraturan, jenis disabilitas 

dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak; 

3. Peneliti merekomendasikan kepada institusi peradilan untuk memberikan pelatihan khusus 

kepada SDM yang ada di lingkungan peradilan untuk dapat memahami dan berinteraksi 

dengan baik dengan orang dengan disabilitas termasuk dengan disabilitas intelektual; 

4. Selain itu untuk instasni peradilan dalam menerapkan pelayanan pendampingan, fasilitas 

psikolog dan psikiater dapat bekerja sama dengan Instansi atau LSM yang memiliki kapasitas 

untuk mendamping perempuan dengan disabilitas intelektual dalam proses peradilan; 
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5. Dan, terakhir peneliti merekomendasikan untuk Pengadilan membuat suatu unit khusus yang 

dapat menangani kasus perempuan dengan disabilitas, seperti tugas pokok dan fungsi unit 

kerja PPA yang ada di kepolisian. 
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